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ABSTRAK 

Nugroho, Susilo, 2018, Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana Kerja Sosial 

di Indonesia, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing 1 Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. Pembimbing 2 Indung 

Wijayanto, S.H., M.H. 

Kata Kunci : Urgensi Pembaharuan, prospek pidana kerja sosial. 

Banyaknya kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara yang dirasa 

sudah tidak tepat lagi diterapkan di Indonesia karena berbagai efek negatifnya 

mendesak pemerintah untuk mencari segera mencari sanksi alternatif pengganti

pidana penjara sehingga efek negatif dari pidana penjara dapat dikurangi

Permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu : 1) Bagaimana urgensi pidana kerja 

sosial sebagai alternatif pengganti pidana penjara di Indonesia ? 2) Bagaimana 

prospek penerapan pidana kerja sosial di Indonesia ?. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui dan menganalisis urgensi pidana kerja sosial di Indonesia dan 

mengetahui dan menggambarkan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia.

  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian 

yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan  dan  

pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi 

kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan 

sekunder, yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara yuridis normatif. 

  Hasil dari penelitian ini ialah: 1) Banyaknya kritik dan ketidakpuasan 

terhadap pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek mendesak pidana 

kerja sosial untuk diterapkan sebagai pengganti pidana penjara. 2) Pidana kerja sosial 

dirasa sesuai dengan tujuan pemidanaan dan ide pemasyarakatan yang ada di 

Indonesia. 

  Simpulannya sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan, pidana kerja 

sosial dirasa penting untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya 

kritik dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara yang dirasa sudah tidak tepat lagi 

diterapkan karena berbagai efek negatifnya. Dengan dirumuskannya pidana kerja 

sosial dalam RKUHP Nasional diharapkan mampu mengatasi berbagai efek negatif 

yang ditimbulkan dari banyaknya penerapan sanksi pidana penjara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum ada pada setiap masyarakat di muka bumi ini. Primitif atau 

modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan 

(eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. 

Kehadiran hukum bertujuan untuk mengatur keseimbangan perlakuan 

antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, hukum haruslah pasti 

dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum haruslah 

sesuai dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Segala fenomena yang 

baru berkembang dalam masyarakat ikut memengaruhi hukum yang telah ada 

sebelumnya sehingga mengharuskan tiap otoritas negara membuat pembaharuan 

hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum atau sistem norma. 

Kata pidana berasal dari kata straf (Belanda) sering juga disebut hukuman. 

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 

dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 

akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 

larangan hukum pidana.  
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Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki fungsi untuk 

mengatur kehidupan manusia. Dengan ciri khas yang dimiliki ialah sanksi yang 

dimiliki oleh hukum pidana bersifat memaksa dan berupa penderitaan atau 

nestapa kepada pelaku atas akibat perbuatan yang telah melanggar aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ini lah yang menyebabkan hukum pidana 

memiliki ciri lain dengan jenis hukum-hukum yang lainnya.  

Dewasa ini pengaturan hukum pidana dianggap sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang 

notabenya sudah sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun 

hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Salah 

satu yang perlu untuk direvisi adalah dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal 

penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib 

diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 

melanggar hukumnya. Selain itu tujuan adanya sanksi diharapkan pelaku 

kejahatan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi dan masyarakat pun menjadi 

tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Fungsi 

sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau 

mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi 

tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada 

hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk 

menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. 

Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan 
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hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga 

perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. 

Hukum pidana saat ini dalam menerapkan suatu pemidanaan terhadap 

pelaku kejahatan masih berorientasi kepada suatu “pembalasan”. Sanksi pidana

bertujuan memberikan penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar 

supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan 

penderitaan terhadap pelaku. Sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan 

pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 

KUHP ada 2 macam, yaitu : 

1. Pidana pokok yang terdiri atas: 

1) Pidana mati; 

2) Pidana penjara; 

3) Pidana kurungan; 

4) Pidana Denda. 

2. Pidana tambahan yang terdiri atas: 

1) Pencabutan hak-hak tertentu; 

2) Perampasan barang-barang tertentu; 

3) pengumuman putusan hakim. 

Sampai saat ini jenis sanksi pidana penjara merupakan andalan bagi 

hakim dalam memutus suatu perkara, baik perbuatan tersebut merupakan 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sampai 

dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam KUHP mayoritas tindak pidana 
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diancam dengan pidana penjara. Selain itu, hakim tidak ada pilihan atau 

alternatif lain karena aturan berkata demikian. Hal ini berarti bahwa orang yang 

melakukan suatu kejahatan diberikan pemidanaan dan serta merta harus 

ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). 

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan dari tahun 2012 sampai 

tahun 2016 jumlah narapidana seluruh Indonesia meningkat sebesar 26,75% 

(39.250 orang) (Sistem Database Pemasyarakatan, 2016). Semakin 

meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya menunjukkan bahwa sistem 

pidana penjara belum memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan. Peningkatan 

jumlah narapidana setiap tahun dan terbatasnya daya tampung Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) mengakibatkan terjadinya over capacity. 

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni lapas 

perkanwil di Indonesia pada Bulan Maret Tahun 2016 menunjukkan bahwa 25 

lapas kanwil di Indonesia mengalami kondisi over capacity (Sistem Database 

Pemasyarakatan, 2016). 

Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis” karena

termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak sekali 

kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik 

dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif 

lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan 

seseorang. Pidana penjara akan memberikan efek negatif berupa dehumanisasi 

dimana terpidana mendapat proses pengasingan dari masyarakat selama 
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kehilangan kemerdekaan bergerak. Oleh karena itu terpidana membutuhkan 

proses adaptasi sosial yang rumit atau sosialisasi dengan masyarakat untuk 

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu adanya stigma 

negatif bagi narapidana menyebabkan narapidana tidak bisa melanjutkan 

kehidupannya secara produktif dalam masyarakat. 

Banyak kritikan dari para ahli hukum mengenai hukum pidana jangka 

pendek. Hukuman jangka pendek terhadap pelaku kejahatan dirasa kurang pas 

diterapkan lagi di Indonesia pada saat ini jika dilihat dari  semakin 

meningkatnya jumlah narapidana di LAPAS. LAPAS justru dijadikan sebagai 

tempat belajar pelaku dari kejahatan ringan menjadi berat. Stigmatisasi akan 

melekat pada seorang yang telah menjadi seorang narapidana, hal itu akan 

membuat pelaku dihantui rasa bersalah terus menerus sehingga dapat 

mengakibatkan pelaku tidak segan lagi jika harus melakukan tindak pidana lagi. 

Dari kritikan terhadap pidana penjara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua kejahatan harus diganjar dengan pidana penjara, terutama 

kejahatan dengan hukuman pidana penjara jangka pendek karena banyak 

kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan suatu pembaharuan hukum 

pidana yang mengatur tentang jenis sanksi pidana untuk mencari sebuah 

alternatif dari pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek yang 

sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memberikan perlindungan kepada 

individu maupun perlindungan kepada masyarakat tanpa menghilangkan esensi 

hukum pidana itu sendiri. 
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Dewasa ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional muncul 

kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan 

jangka pendek, di Indonesia sendiri sedang berlangsung proses pembaharuan 

hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga meliputi jenis pidana yang 

tercantum dalam Pasal 66 RUU KUHP Tahun 2015 yang membagi jenis pidana 

pokok menjadi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana 

denda dan pidana kerja sosial. Dalam RUU KUHP tersebut hakim tidak harus 

menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya 

kurang dari 6 (enam) bulan karena sudah pidana kerja sosial sebagai alternatif 

pidana penjara jangka pendek. Secara sederhana “pidana kerja sosial” dapat

diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial 

merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan 

melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. 

Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari 

rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk 

memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan 

dapat diharapkan dapat menjadi jenis alternatif pidana yang efektif tanpa 

menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Diharapkan dampak negatif dari 

penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmanisasi, dehumanisasi, 

dan dampak lain yang timbul akibat pidana perampasan kemerdekaan dapat 

dihindari. Oleh karena itu pidana kerja sosial sangat cocok untuk dijadikan 
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sebagai alternatif pidana penjara khususnya pidana penjara jangka pendek 

dalam pembaharuan pidana di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan hukum ini 

penulis mengangkat judul “Urgensi dan Prospek Pengaturan Sistem Pidana 

Kerja Sosial di Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Pidana penjara  sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. 

2. Hukum saat ini belum mengatur mengenai alternatif pengganti pidana 

penjara khususnya pidana penjara jangka pendek. 

3. Efek negatif stigmatisasi dan dehumanisasi melekat pada terpidana dan 

membuatnya sulit diterima kembali di lingkungan masyarakat. 

4. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sudah melebihi 

kapasitas yang seharusnya (over capacity). 

5. Perampasan kemerdekaan jangka pendek semakin tidak disukai baik 

pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis, maupun pertimbangan 

ekonomis maka perlu untuk mencari alternatifnya. 

6. Pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara di Indonesia perlu 

mendapat perhatian serius. 
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7. Urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara khususnya 

pidana penjara jangka pendek 

8. Prospek penerapan hukum pidana kerja sosial di Indonesia 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup 

permasalahan yang akan dikaji dan tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan 

ketidakjelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara khususnya 

pidana penjara jangka pendek. 

2. Prospek penerapan hukum pidana kerja sosial di Indonesia. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana 

penjara di Indonesia?  

2. Bagaimana prospek penerapan pidana kerja sosial di Indonesia ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masaah yang telah diuraikan di atas tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. mengetahui dan menganalisis urgensi pidana kerja sosial di Indonesia. 

2. mengetahui dan menggambarkan penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. menambah informasi mengenai urgensi pidana kerja sosial di Indonesia. 

2. melengkapi penelitian mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial dalam 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis: 

a. Skripsi Eva Norita, Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Hukum 

Pidana Indonesia, 2009 Universitas Sumatera Utara 

Banyak usaha dalam pembaharuan dan perbaikan atas peraturan 

pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, namun pada kenyataannya 

tetap saja keburukan-keburukan pidana perampasan kemerdekaan 

menyadari dalam praktek penghapusan menyeluruh terhadap pidana 

perampasan kemerdekaan tidaklah mungkin, pemecahan yang hanya dapat 

dicapai dengan mengurangi jumlah pengenanya. 

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pidana kerja sosial dapat 

diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang 

ringan, Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan 

pidana kerja sosial harus adanya persetujuan terdakwapidana ini tidak 

dibayar karena sifatnya sebagai pidana (work as penalty) Pelaksanaan 

pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal bersifat komersil dan riwayat 

sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta 



11 

kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam 

menjalani pidana. 

Skripsi ini dan skripsi yang penulis susun memiliki kesamaan yaitu 

mengenai kebijakan pidana kerja sosial. Perbedaan dengan penulisan yang 

dilakukan penulis ialah dalam skripsi ini masih mengkaji pidana kerja sosial 

secara luas sedangkan penulis mengkaji mengenai urgensi dan bagaimana 

prospek dari kebijakan pidana kerja sosial jika diterapkan di Indonesia 

dimasa yang akan datang dengan membandingkan tujuan pemidanaan dan 

ide pemasyarakatan pada saat ini. 

b. Jurnal Gatot Sugiharto, Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja 

Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, 2016 

Pidana kerja sosial dimasukkan sebagai salah satu pidana pokok, 

konsekuensi dari penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, 

maka jenis pidana ini bersifat imperatif dan tidak boleh ada penjatuhan 

dengan dua jenis pidana pokok secara bersamaan karena jenis pidana ini 

harus menjadi pilihan di antara jenis pidana pokok yang lain dalam 

penjatuhan pidana terhadap pelaku. Jika pidana kerja sosial ini diharapkan 

dapat berfungsi maksimal sesuai dengan teori retributif, maka menurut 

hemat penulis jenis pidana ini tidak ditempatkan sebagai salah satu pidana 

pokok tapi ditempatkan sebagai salah satu pidana tambahan, kerena 

penempatan pidana kerja sosial sebagai pidana tambahan ini akan dapat 
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dijatuhkan bersama-sama dengan pida-na pokok. Misalnya, selain terpidana 

dijatuhi pidana penjara, maka dia juga dijatuhi pidana kerja sosial sebagai 

pidana tambahan. Jika pidana kerja sosial ditempatkan pada salah satu jenis 

pidana tambahan maka hakim memiliki kesempatan untuk menjatuhkan 

pidana kerja sosial sebagai pidana yang melengkapi pidana pokok yang 

sudah dijatuhkan.  

Jurnal ini dan skripsi yang sedang penulis susun memiliki 

kesamaan yaitu mengkaji mengenai pidana kerja sosial dalam sistem 

pemidanaan di Indonesia, akan tetapi dalam jurnal ini cenderung 

menjelaskan mengenai gambaran penerapan pidana kerja sosial secara 

umum dan saran bahwa pidana kerja sosial tidak dijadikan sebagai pidana 

pokok melainkan jenis pidana tambahan.  

2.2 Landasan Konseptual 

2.2.1 Aliran Hukum Pidana 

Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem 

hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, bukan untuk mencari dasar hukum 

atau pembenaran hukum. “Secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini 

dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik, aliran Modern dan aliran 

Neo-Klasik atau gabungan” (Muladi dan Nawawi Arief, 1998:67). 
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2.2.1.1 Aliran Klasik 

Dalam hal pemidanaan pada permulaannya sangat membatasi 

kebebasan hakim untuk menentukan jenis pidana dan ukuran pemidanaan 

sebagaimana dikutip (Muladi dan Nawawi Arief,1992:25-26).  

pada awal timbulnya aliran klasik terdapat suatu sistem yaitu “the

definite sentence” yang sangat kaku yang dapat diperhatikan di

dalam Code Perancis 1791. Code Perancis 1791 ini tidak 

membolehkan individualisasi dalam penerapan pidana. Pidana yang 

ditetapkan oleh UU tidak mengenal sistem peringanan atau 

pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si 

pelaku kejahatannya maupun keadaannya yang terdahulu yang 

menyebabkan perbuatann itu dilakukan. Sebagai bentuk kebijakan 

untuk mengatasi pemidanaan tak terkendali itu, maka Code Perancis 

1791 itu berusaha mengatasi melalui penerapan pidana secara 

mekanis. Aliran ini juga bertujuan semata-mata untuk pembalasan 

dan menitik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan harus pula 

dirasakan oleh pelaku itu sendiri. 

Adapun beberapa sarjana yang menganut aliran klasik adalah Cesare 

Beccaria dan Jeremy Bentham. 

Menurut Muladi dan Nawawi Arief (1992:26-27), aliran klasik 

berpijak pada tiga tiang yaitu : 

a) Asas Legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa 

undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan 

tiada tuntutan tanpa undang-undang. 

b) Asas Kesalahan, yang berisi bahwa orang ahnya dapat dipidana 

untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau 

karena kealpaan. 

c) Asas Pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa 

pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk 

mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal 

dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. 
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Muladi dan Nawawi Arief (1992:61-62) berpendapat aliran klasik 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Legal definition of crime 

Hal ini merupakan penggambaran daripada jenis-jenis perilaku 

yang kemudian dianggap oleh pembuat undang-undang sebagai 

tindak pidana. 

b) Let the punishment fit the crime 

Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama opera sarjana yang 

menganut aliran ini. Yakni Casare Beccaria yang pada tahun 1794 

menulis sebuah karya yang terkenal Del Delitti Delle Pene (On 

Crime and Punishment). 

c) Doctrine of free wil 

Doktrin ini meragukan bahwa landasan perilaku manusia bersifat 

purposip. Melainkan landasan perilaku manusia itu adalah yang 

disebut hedonism. Dimana manusia bebas melakukan perbuatan 

yang dapat menimbulkan kesenangan bagi mereka dan 

menjauhkan mereka dari perbuatan yang dapat menyusahkan 

mereka. 

d) Death penalty for some offenses 

Hal ini mengenai tindak pidana mati untuk beberapa tindak 

pidana. Hal ini tidak bersifat mutlak, karena Beccaria sendiri 

sebagai pelopor aliran ini menolok pidana mati ini karena adanya 

beberapa alasan. 

e) Anecddotal methode-no empirical research 

Hal ini sejalan dengan panangan hedonistik. Sehingga hukum 

harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interprestasi 

hakim 

2.2.1.2 Aliran Modern 

Aliran hukum pidana modern ini menganggap bahwa suatu 

perbuatan yang dilakukan seseorang tidak boleh hanya dilihat secara abstrak 

dan yuridis, namun harus pula dilihat secara kognitif bahwa kenyataannya 

perbuatan itu sangat dipengaruhi watak kepribadian seseorang itu sendiri baik 

dilihat dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu, seperti 

faktor biologis maupun faktor lingkungan dimana seseorang itu berada. Aliran 
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modern ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan 

yang subjektif. Aliran ini ebih bertujuan kepada pembinaan pelaku itu. 

Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan 

sifat berbahayanya si pelaku. Bentuk pertanggung jawaban kepada si pelaku 

lebih bersifat tindakan untuk melindungi masyarakat dan bersifat relative. 

Aliran ini lebih mengedepankan orientasi kepada masa depan dari sifat-sifat 

pelaku. “Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan 

mengadakan resosialisasi si pelaku agar kemudian hari dapat diterima kembali 

di dalam masyarakat” (Muladi dan Nawawi Arief ,1992:32-39). 

Aliran ini tumbuh pada abad XIX. Pusat perhatian aliran ini adalah 

si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab 

kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung 

mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat 

diperbaiki (Setiady, 2010: 36). Tokoh dalam aliran modeern adalah Ceare 

Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Gorofalo dan Van Hamel. 

Menurut Muladi dan Nawawi Arief (1992:63-65). Ciri-ciri daripada 

aliran modern ini yaitu : 

a) Rejected legal defnition of crime and substituted natural crime 

“Natural” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak

konvensional, sesuatu yang ada di dalam masyarakat, bebas 

daripada keadaan-keadaan dan urgensi-urgensi daaripada masa 

tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat undang-

undang. Jadi “naturan crime” dalam hal ini menggambarkan

perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai 

kejahatan. 
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b) Let the punishment fit the criminal 

Menurut Cesare Lambroso (1835-1909) salah satu pelopor aliran 

ini, sepanjang pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-

kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu 

kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua 

orang yang melakukan tindak pidana tertentu. 

c) Doctrine of determinism 

Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan 

hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseoran. 

Bukan pelau tindak pidana yang hendaki perbuatan pidana, tetapi 

situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dalam hal ini 

mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup 

tersebut di atas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat, 

eksternal dan internal yang menentukan dia sebaga penjahat. Oleh 

Enrico Ferri(1856-1929) salah seorang pelopor airan modern yang 

lain, hal ini disebut sebagai law of criminal siituation. 

d) Aborting of thr death penalty 

Menurut Vermon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak. Hal ini 

terbukti dari usu Raffaele Gorafalo(1852-1934) yang juga seorang 

pelopor aliran modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi 

mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan 

psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak 

hidup di masyarakat. 

e) Empirical research: use of the inductive method. 

Menurut Stepen Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad 

18 melambangkan bahwa “the era of faith” telah lalu dan

“scientific age” telah dimulai. scientific age ini didasarkan atas

pertemuan-pertemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam sebagai 

landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana 

secara ilmiah. 

f) Indeterminate sentense 

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan 

pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “different criminal 

have different needs”. Dalam hal ini keputusan tentang pidana

diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang dalam hal ini 

hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas 

minimum dan maksimum yang diperankan oleh undang-undang. 

Pada tahun-tahun seteah perang dunia II, aliran modern ini 

berkembang menjad aliran atau gerakan perlindungan masyarakat 

(sosial defence) yang memusatkan tujuannya pada pencegahan 

kejahatan dan pembinaan para pelaku tindak pidana. 
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2.2.1.3 Aliran Neo-Klasik 

Aliran ini pada mulanya merupakan hasil reaksi daripaa hasil pidana 

daripada aliran klasik yang dimana menurut penganut aliran neo-klasik terlalu 

berat dan telah merusak semangat kemanusiaan. Aliran ini berkembang 

sekitar pada abad 19 yang memiliki basis yang sama seperti aliran klasik yaitu 

“kebebasan kehendak”. 

Hal ini semata-mata dimaksudkan agar beberapa pidana dalam 

kebijakan pengadilan dapat dirumuskan secara minimum dan maksimum dan 

mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Aliran ini juga 

bertujuan untuk mengantisipasi banyaknya kebijakan pengadilan yang 

didasarkan pada keadaan objektif. 

Karakteristik aliran Neo-Klasik menurut Muladi dan Nawawi Arief 

(1992:56), yaitu : 

a) Modifikasi dari “doctrine of free will” yang dapat dipengaruhi

oleh patologi, ketidakmampuan jiwa atau keadaan-keadaan lain. 

b) Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik 

lingkungan maupun mental. 

c) Modifikasi dari doktrin pertanggung jawab pidana guna 

menerapkan peringanan pidana dengan pertanggung jawaban 

sebagian, didalam hal-hal yang khusus misalnya gila, dibawah 

umur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. 

d) Diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan 

derajat pertanggung jawaban. 
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2.2.2 Pengertian Pemidanaan 

Banyak orang awam yang menyamakan pengertikan pidana dengan 

pemidanaan, akan tetapi kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang 

berbeda. Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut (Muladi 

dan Nawawi Arief,1992:4) : 

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 

menyanangkan. 

2. Pidana itu diberikan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan. 

3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang. 

Sedangkan pemidanaan menurut Muladi dan Nawawi Arief yaitu 

“menetapkan jenis hukuman terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang telah 

dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini dapat dikatakan pola penjatuhan pidana 

oleh hakim” (Muladi dan Nawawi Arief,1992:36). 

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:17) 

menyatakan pada hakekatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis 

hukum pidana yaitu: 

1. Segi provensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, 

suatu untuk dapat mempertahankan dengan pencegahan kejahatan. 

2. Segi pembalasan, yaitu hukum pidana berupakan sekaligus 

merupakan pola penentuan hukuman, merupakan koreksi dari dan 

reaksi atas suatu yang bersifat tindakan hukum. 

Selanjutnya menurut Sahetapy sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:20) 

“pemidanaan bertujuan pembalasan. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku

dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan 
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tidak identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi”. Sedangkan

menurut Bismar Siregar sebagaimana dikutip (Sudarto,1986:21) menyatakan 

yang pertama-tama yang patut diperhatikan dalam pemberian pidana yaitu 

“bagaimana cara agar hukuman badaniyah mencapai sasaran, mengembalikan

keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si tertuduh, karena tujuan 

penghukuman tiada lain mewujudkan perdamaian dalam kehidupan manusia”. 

Pemidanaan mempunyai arti yang sama dengan menjatuhkan pidana, 

penjatuhan pidana oleh negara yag berwujud sebagai suatu penderitaan yang 

sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 

orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 

melanggar larangan hukum pidana, yang secara khusus larangan dalam hukum 

pidana ini disebut sebagai tindak pidana. 

Pada saat ini wujud-wujud penjatuhan pidana yang diberikan oleh 

negara bagi si pembuat rindak pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHP yang 

terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 

terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman 

denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu antara lain pencabutan hak-hak 

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. 

Negara dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pembuat delik tidak 

memiliki kehendak bebas, karena harus sesuai dengan jenis-jenis pidana dalam 

Pasal 10 KUHP. Negara harus sesuai memberi perlindungan dan rasa aman bagi 

warganya dengan menjamin hak asasi setiap warga negara terutama yang 
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berkaitan dengan kesamaan hak di depan hukum sesuai dengan fungsi negara 

sebagai pengayom masyarakat. 

2.2.3 Teori Pemidanaan 

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya teori pemidanaan 

dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori 

pembalaan (vergeldingstheorien), teori relatif atau teori tujuan (doel theorien)

dan teori menggabungan (vereningings theorien). 

2.2.3.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Teori ini mengatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quai Peccatum est) 

(Muladi dan Nawawi Arief,1984:10). Teori ini memandang bahwa 

pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi 

berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. 

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi 

kesalahannya. “Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan

itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orag lain, 

sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan”

(Merpaung,2009:22). 

Teori pembalasan menyatakan bahwa “pidana tidaklah bertujuan

untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah 

yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak 

ada, karena dilakukan suatu kejahatan” (Andi Hamzah ,1993:26). 
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2.2.3.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir 

sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana 

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk 

mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan 

Koeswadji (1995:157) bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu : 

a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving 

van de maatschappelijke orde); 

b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat 

sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer 

de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel); 

c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 

d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de 

misdadiger); 

e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad). 

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini 

pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran 

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. “Pidana 

dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan)

melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)” (Muladi 

dan Nawawi Arief, 1984:16). 

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar 

ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana 
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yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas 

kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. 

2.2.3.3 Teori Gabungan 

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas 

kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan 

mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas 

(teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan 

pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan 

yaitu ( Koeswadji,1995:11-12) : 

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan 

karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan 

bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus 

negara yang melaksanakan. 

b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan 

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, 

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk 

memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan 

menakut-nakuti sulit dilaksanakan. 

Pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham 

bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur 

perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara 

kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut 

teori gabungan ini.  Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan 

pemidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip 

teleologis (prinsip-prinsip utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di 

dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran 
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integrative. Seperti yang di kemukakan oleh Muladi dan Nawawi Arief 

bahwa: 

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk 

mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan 

dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang 

harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan (Muladi dan Nawawi 

Arief, 1998 : 18). 

2.2.4 Tujuan Pemidanaan 

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai 

tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai 

sarana pembalasan atau teori absolut (retributive/vergeldings theorieen) dan 

mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau 

teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen), serta pandangan yang menggabungkan 

dua tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/verenigings theorieen). Seperti 

yang di kemukakan Muladi bahwa : 

Teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan 

disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan 

(theological retributivism) yang beranggapan bahwa pemidanaan 

mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari 

pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus 

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan 

tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk 

tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang 

menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological 

tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-

prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh 

melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana 

(Muladi, 1985:49). 
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Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat 

dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan 

Saleh (dalam Muladi dan Nawawi Arief. 1984:22) mengemukakan bahwa “pidana 

mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang 

akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk 

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat”. 

Menurut (Muladi, 1985:53) pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara 

terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai 

dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu 

terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan 

pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan 

menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya. 

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi 

tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan 

sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi 

dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, 

keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang 

mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan 

demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan 

individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan 

oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (1) 

pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) 

memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan 

(Muladi, 1985:61). 

Dalam Pasal 55 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015 dirumuskan 

sebagai berikut: 

(1) Pemidanaan bertujuan untuk: 

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat;  

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna: 
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c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan  

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 

2.2.5 Pidana Kerja Sosial 

Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata

yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. “Secara sederhana pidana kerja sosial dapat 

diartikan sebgai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan 

bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan 

pekerjaan sosial yang ditentukan” (Tongat,2001:7). 

Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh 

terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, pidana 

kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (work as a penalty). 

Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah 

diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan 

pidana di luar KUHP. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa 

dimensi, yaitu: (Muladi, 1995:139). 

1. Pidana kerja sosial sebagai pidana perampasan kemerdekaan jangka 

pendek 

Sesuai dengan dasar pemikiran yang melatar belakangi 

lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu untuk mencari alternatif dari 

pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan 

cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai 

syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat kecenderungan 

internasional yang terjadi adalah sama yaitu menjadikan pidana 

kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan 

jangka pendek. 
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2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak 

dibayar 

Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara 

pengganti apabila terpidana denda gagal membayar pidana 

dendanya. Jadi apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi 

hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, 

maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus 

menjalani pidana pengganti. Dalam pelaksanaannya, pidana penjara 

pengganti (denda) inilah yang dapat diganti dengan pidana kerja 

sosial. 

3. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi 

Di beberapa negara Eropa pidana kerja sosial ini dapat 

menjadi syarat ditetapkannya grasi. Negara Belanda misalnya, grasi 

dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana denga 

syarat, bahwa terpidana harus melakukan pidana kerja sosial.  

Syarat yang memungkinkan untuk penjatuhan pidana kerja sosial 

menurut (Muladi, 1995:141) antara lain dikemukakan sebagai berikut: 

a) Yang berkaitan dengan tindak pidana 

Secara umum di negara Eropa mempersyaratkan bahwa pidana 

kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang 

tidak terlalu berat. Persyaratan yang mungkin ditetapkan dalam 

penerapan pidana kerja sosial adala persyaratan yang berkaitan 

dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan criminal 

record dari pelaku. 

b) Jumlah jam pidana kerja sosial 

Pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan 

tentang pidana kerja sosial juga menyangkut pengaturan tentang 

minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang 

disetiap negara bervariasi. 

c) Persetujuan terpidana 

Penerapan pidana kerja sosial yang berlaku diberbagai negara 

memiliki penegasan bahwa pidana kerja sosial harus atas 

persetujuan terpidana. Persetujuan terpidana ini dibutuhkan untuk 

menghindari adanya pertentangan atau konflik dengan 

berbagaikonstitusi dan traktat yang melarang kerja paksa (force 

labour). Dan agar hakim dapat menjamin, bahwa terpidana memang 

mempunyai motivasi utnuk melakukan pidana kerja sosial. 

d) Isi pidana kerja sosial 

Hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial dipengadilan hanya 

menetapkan jumlah jam dan jangka waku yang harus dipenuhi. 
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Sementara pelaksanaanya secara teknis yang berkaitan dengan 

tempat dimana pidana kerja sosial harus dijalani, berapa jam pidana 

kerja sosial harus dijalankan setiap harinya dan sebagainya 

dilakukan oleh probation service. 

e) Kegagalan menjalani pidana kerja sosial 

Seorang terpidana yang gagal menjalani pidana kerja sosial, 

kegagalan tersebut akan membawa akibat tertentu bagi terpidana, 

yang dapat berupa: 

1) Apabila pidana kerja sosial tersebut berupa pidana yang mandiri 

maka akibat kegagalan terpidan menjalani pidana kerja sosial 

dapat berupa dijatuhi denda sampai batas tertentu, mengulangi 

lagi pelaksanaan pidana kerja sosial atau dikenakan pidana 

alternatif yang lain. 

2) Apabila pidana kerja sosial ditetapkan dalam kaitannya dengan 

pidana bersyarat (suspended sentence), maka kegagalan 

terpidana menjalani pidana kerja sosial dapat mengakibatkan 

diterapkannya pidana penjara yang ditunda. Akibat kegagalan 

tersebut terpidana juga dapat diharuskan untuk mengulangi 

pidana kerja sosial itu. 

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan 

dari rasa bersalah, dan masyarakat dapan berperan serta secara aktif untuk 

memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pidana 

kerja sosial merupakan pidana yang bersifat rehabilitas kepada narapidana atau 

pendidikan kembali. 

Bertolak dari falsafah pembinaan pidana kerja sosial diharapkan 

menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana 

itu sendiri. “Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari 

penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi 

dan dampak negatif yang lain dapat dihindari” (Purwandianto, 2015:158). 

Demikian terpidana tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang 
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“utuh” tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses 

pembinaan lebih lanjut.  

2.2.6 Prinsip Individualisasi Pidana  

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi berarti bahwa hanya 

orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Dalam pasal 6 Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : 

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain 

daripadayang ditentukan oleh undang-undang.  

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat 

bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya. 

Berdasar Pasal 6 tersebut, dikatakan bahwa untuk adanya pemidanaan 

harus ada kesalahan pada si pembuat/pelaku. Membicarakan unsur kesalahan 

dalam hukum pidana, maka harus melihat hubungannya dengan kebebasan 

kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau 

tidaknya kesalahan, ada tiga pendapat menurut Widiastuti (2010:43) yaitu : 

1. Indeterminis. Pada dasarnya berpendapat bahwa manusia 

mempunyai kehendak bebas dan hal ini merupakan sebab dari 

segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, 

maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak 

ada pencelaan sehingga juga tidak ada pemidanaan; 

2. Determinis. Berpendapat bahwa pada dasarnya manusia tidak 

mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan 

sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam 

hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif yaitu 

perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar 

manusia yang mengaktifkan watak tersebut. Hal ini berarti bahwa 

seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau 

dipersalahkan, karena ia tidak mempunyai kehendak bebas. 
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Walaupun tidak mempunyai kehendak bebas, hal ini tidak berarti 

orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Hal ini karena justru 

dengan tidak adanya kebebasan kehendak , maka ada 

pertanggungan jawab dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi 

reaksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut berupa tindakan 

untuk ketertiban masyarakat dan bukan sanksi pidana dalam arti 

penderitaan. 

3. Golongan ini berpendapat bahwa ada atau tidaknya kebebasan 

kehendak manusia untuk hukum pidana tidak menjadi soal, 

karena kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau 

tidaknya kehendak bebas. 

Kesalahan terdiri atas beberapa unsur yaitu : 

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku. Hal ini 

berarti keadaan jiwa pelaku harus normal.; 

2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya 

alasan pemaaf.  

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya, maka harus 

dinyatakan terlebih dulu bahwa perbuatan si pelaku/pembuat bersifat melawan 

hukum. Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda 

Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam (Widiastuti, 2010:46) adalah : 

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas 

personal). Orang yang bersalah melakukan tindak pidanalah 

yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak 

dapat diwakili oleh orang lain. 

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas 

culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan 

tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. 

Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun 

kealpaan. 

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si 

pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi 

hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat 
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ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi 

pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. 

Penerapan Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan 

KUHP juga terlihat dalam Pasal 56 Konsep/Rancangan KUHP 2008, yang 

memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman 

pemidanaan yaitu : 

1. kesalahan pembuat tindak pidana; 

2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 

3. sikap batin pembuat tindak pidana; 

4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 

direncanakan; 

5. cara melakukan tindak pidana; 

6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 

7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 

tindak pidana; 

8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 

9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya korban; 

10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 

11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

Sedangkan ayat 2 berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi

pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana 

atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan”. 

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Rancangan KUHP Tahun 2015 

dijelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang 

sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat 

ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 
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ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke 

pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada 

seseorang yang bersalah malakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak 

serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus 

dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. 

Dengan perumusan pedoman pemidanaan dalam Rancangan KUHP 

tersebut, berarti pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada 

hakim sebagai perwujudan dari penerapan prinsip individualisasi pidana, baik 

dalam menentukan jenis pidana, ukuran (berat ringannya) dan cara pelaksanaan 

pidana. 

2.2.7 Kebijakan Kriminal 

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy atau bahasa 

Belanda politiek. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan 

hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. “Dalam 

kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau 

strafrechtspolitiek” (Nawawi Arief, 2008:26). Berbicara mengenai politik 

hukum pidana secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu 

bagian dari ilmu hukum, oleh karena itu sangat penting untuk membicarakan 

tentang politik hukum.  
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Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip (Masyhar, 

2008:68) “kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) 

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (sosial welware)”. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik ktiminal adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, 

yaitu (dalam Nawawi arief,2008:3) : 

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang 

bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 

“Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat bahwa 

politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

menanggulangi kejahatan” (Nawawi Arief,2008:3). 

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum, 

oleh karena itu menurut Sudarto Politik Hukum adalah (Nawawi Arief, 

2008:26) : 

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. 

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 

dicitacitakan. 
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Berdasarkan pendapat Nawawi Arief (2008:28) “usaha dan kebijakan 

untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik 

hukum pidana juga merupakan bagian politik kriminal”. Dengan perkataan lain 

dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan 

pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. 

Politik kriminal yang menggunakan politik hukum pidana maka ia 

harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. 

“Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi

kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat 

mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana kenyataan“ (Nawawi

Arief,1996:29). 

Sudarto (1983:90) mengingatkan “pengaruh hukum pidana hanya

dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui adanya sanksi (pidana)   itu 

dan intentitasnya tidak sama untuk semua tindak pidana”. Terhadap tindak

pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang 

melakukannya tidak dianggap tercela. 

Keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal ini 

perlu dipahami oleh pembaharuan hukum pidana yang didalamnya memuat 

upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sanksi pidana 

haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu 

(Rukmi, 2008:78). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Pidana penjara jangka pendek 

mempunyai efek negatif 

Stigmatisasi Dehumanisasi 

Perlu ada jalan 
keluar/Alternatif pidana 

penjara 

Dalam konsep pembaharuan hukum 

pidana terdapat pidana kerja sosial 

sebagai pidana pengganti penjara kurang 

dari 6 bulan penjara 

Urgensi pidana kerja sosial sebagai alternatif 

pengganti pidana penjara jangka pendek di 

Indonesia dan prospek penerapan pidana kerja 

sosial di Indonesia 

1. Kondisi LAPAS yang sudah over 

capacity mengakibatkan pembinaan 

terhadap narapidana tidak maksimal. 

2. Pidana penjara sudah tidak lagi 

menimbulkan efek jera bagi pelaku. 

3. Penjara dijadikan tempat belajar bagi 

para pelaku kejahatan ringan 

1. Pidana kerja sosial mampu mengurangi 

jumlah kepadatan di LAPAS 

2. Pidana kerja sosial dirasa dapat 

mencegah dampak negatif dehumanisasi 

dan stigmatisasi 

Pidana penjara jangka pendek dirasa sudah 

tidak tepat untuk digunakan pada saat ini 

dan lebih ideal untuk menerapkan pidana 

kerja sosial 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1Simpulan 

a. Berdasaran hasil penelitian yang penulis lakukan pidana kerja sosial dirasa 

penting untuk ditetapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan banyak kritik dan 

ketidakpuasan terhadap pidana perampasan kemerdekaan khususnya pidana 

penjara jangka pendek terutama bila dikaitkan dengan efek negatif dari pidana 

penjara. Dalam Konsep KUHP Nasional telah mengatur pidana kerja sosial 

sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Atas beberapa pertimbangan 

dan atas persetujuan dari pelaku hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial 

sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Pidana kerja sosial dianggap 

dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh pidana penjara jangka 

pendek.  

b. Pidana kerja sosial yang diatur di dalam Pasal 88 RKUHP Tahun 2015 dianggap 

telah memenuhi tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang 

sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali, jadi ketika 

sudah kembali kepada masyarakat  narapidana sudah mempunyai bekal dan 

mengurangi adanya stigma negatif oleh masyarakat. Pidana kerja sosial dapat 

menghindari dehumanisasi yang selalu menjadi efek dari perampasan 

kemerdekaan. Pidana kerja sosial dilihat dari ide pemasyarakatan dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disara sudah sesuai 
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yang pada dasarnya pemasyarakatan bertujuan untuk pembinaan pelaku tindak 

pidana menjadikan seorang yang lebih baik, dapat diterima lagi  di masyarakat, 

perlakuan terhadap narapidana yang lebih manusiawi, dan memberikan rasa jera 

terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.  

5.2 Saran 

a. Setiap sanksi pidana mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing 

maka dipilihlah sanksi pidana yang mempunyai kekurangan yang paling 

sedikit, hakim seyogyanya jeli dalam memilih penjatuhan sanksi pidana 

dengan mempertimbangkan beberapa hal dan berat ringannya sanksi pidana 

harus disesuaikan dengan perbuatan dan kondisi pelaku, pidana penjara yang 

selama ini menjadi idola mendapatkan banyak kritik dan kurang disukai untuk 

diterapkan di Indonesia. Dalam Konsep KUHP Nasional telah merumuskan 

alternatif pidana penjara jangka pendek dan dirasa dapat mengurangi efek 

negatif dari penerapan hukum pidana penjara jangka pendek akan tetapi 

sampai saat ini masih belum diterapkan. Diharapkan untuk masa mendatang 

Konsep itu bisa diterapkan menjadi KUHP Nasional.  

b. Formulasi pidana kerja sosial untuk masa yang akan datang kiranya dapat 

disertai dengan peraturan peaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan dengan 

efektif, karena  formulasi yang ada konsep KUHP masih bersifat umum 

sehingga masih memerlukan petunjuk teknis pelaksanaannya. 
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